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 Klausul bahwa pemberi waralaba 
dapat membuat aturan untuk 
membatasi daerah di mana 
penerima waralaba diperbolehkan 
untuk beroperasi pada dasarnya 
masuk dalam kategori yang 
dikecualikan, dalam hal demikian 
maka pengecualian dapat diberikan 
terhadap klausul yang bertujuan 
untuk membatasi kegiatan pemberi 
waralaba maupun penerima 
waralaba dalam wilayah yang telah 
diperjanjikan. Dalam perjanjian 
waralaba biasanya memuat 
klausul tentang wilayah usaha. 
Klausul tersebut dimaksudkan 
untuk membentuk sistem jaringan 
waralaba. Dalam hal demikian, maka 
pengaturan wilayah usaha Ɵ dak 
dipandang sebagai pelanggaran 
persaingan usaha. Namun 
demikian, pengecualian Ɵ dak dapat 
diberikan apabila hambatan berupa 
pembatasan wilayah tersebut 
mengarah pada perlindungan 
wilayah secara absolut, misalnya 
dengan secara langsung atau Ɵ dak 
langsung menghalangi konsumen 
untuk mendapatkan barang dan jasa 
dari pemberi waralaba atau dengan 
pembagian pasar untuk menciptakan 
kelangkaan produk waralaba, hal 
ini dapat dimanfaatkan pemberi 
waralaba untuk menciptakan 
monopoli di pasar tersebut karena 
semakin sedikitnya barang subsiƟ tusi 
dari produk pemberi waralaba 
tersebut di pasar. Pengecualian Ɵ dak 
dapat diberikan apabila pembagian 
wilayah tersebut membatasi 
persaingan usaha di pasar 
bersangkutan sehingga berdampak 
pada efi siensi demand dan supply. 
Pembatasan wilayah yang Ɵ dak 
dilakukan dalam rangka membentuk 
sistem jaringan waralaba melainkan 
untuk membatasi pasar dan 
konsumen Ɵ dak dikecualikan dari 
penerapan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999.

3. Perjanjian mengikat (“Tying 
Agreement”)

 Perjanjian yang mengikat terjadi 
dimana suatu perusahaan menjual 
suatu barang dengan persyaratan 
juga harus membeli beberapa jenis 
produk dari pemberi waralaba dalam 
rangka menjaga standar kualitas 
barang menurut konsep waralaba 
pada dasaranya Ɵ dak melanggar 
prinsip persaingan usaha. Namun 
perlu dipahami bahwa perjanjian 
tersebut dapat menghalangi 
adanya barang subsƟ tusi dan 
menghambat persaingan. Dalam 

konteks perjanjian waralaba,  apabila 
ada klausul yang mengatur secara 
mutlak bahwa penerima waralaba 
harus membeli produk lain (barang 
atau jasa) dari perusahaan yang 
ditunjuk olehnya baik terkait/ Ɵ dak 
terkait dengan barang dan jasa 
yang diperjanjikan dalam waralaba, 
dapat menciptakan hambatan masuk 
(“barrier to entry”) bagi pelaku usaha 
lain yang dapat memasok barang 
dengan kualitas yang sama untuk 
dapat berusaha dengan penerima 
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KETENTUAN UMUM 
MENGENAI VERIFIKASI 
ATAU PENELUSURAN TEKNIS

Verifi kasi atau penelusuran 
teknis adalah peneliƟ an dan 
pemeriksaan terhadap barang 

tertentu yang dilakukan oleh suryevor, 
dalam hal ini perusahaan survey yang 
mendapat otorisasi berupa penetapan 
dari Menteri Perdagangan untuk 
melakukan verifi kasi atau penelusuran 
teknis. Verifi kasi atau penelusuran teknis 
tersebut hanya diwajibkan terhadap 
barang tertentu yang akan ekspor, 
impor maupun diperdagangkan antar 
pulau. Tujuan dari pelaksanaan verifi kasi 
atau penelusuran teknis adalah untuk 
memasƟ kan barang yang akan diekspor, 
diimpor ataupun diperdagangkan antar 
pulau telah memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan yang 
secara khusus mengatur mengenai 
verifi kasi atau penelusuran teknis 
terdapat dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 
tentang Ketentuan Umum Verifi kasi 
atau Penelusuran Teknis di Bidang 

Perdagangan (Permendag 46/2014). Pada 
dasarnya ketentuan mengenai verifi kasi 
atau penelusuran teknis secara spesifi k 
telah lama terdapat pada masing-masing 
Peraturan Menteri Perdagangan yang 
mewajibkan suatu barang tertentu untuk 
dilakukan verifi kasi atau penelusuran 
teknis. Terhadap ketentuan untuk 
penetapan sebagai surveyor pelaksana 
verifi kasi atau penelusuran teknis yang 
telah diterbitkan dalam masing-masing 
Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, 
sebelum Permendag 46/2014 berlaku, 
harus disesuaikan dengan ketentuan 
dalam Permendag 46/2014 paling lambat 
2 (dua) tahun sejak Permendag 46/2014 
berlaku, yaitu sejak tanggal 11 Agustus 
2014.

SeperƟ  yang telah disampaikan 
sebelumnya, bahwa Ɵ dak semua barang 
yang akan diekspor, diimpor maupun 
diperdagangkan antar pulau wajib untuk 
dilakukan verifi kasi atau penelusuran 
teknis terlebih dahulu. Kewajiban 
tersebut hanya melekat kepada barang 

tertentu yang telah ditetapkan melalui 
Keputusan Menteri Perdagangan terlebih 
dahulu. Penetapan barang tertentu 
yang wajib untuk dilakukan verifi kasi 
atau penelusuran teknis terdapat dalam 
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 
1085/M-DAG/KEP/9/2014 tentang 
Penetapan Barang Tertentu yang Wajib 
Dilakukan Verifi kasi atau Penelusuran 
Teknis (Kepmendag 1085/2014). Dalam 
Kepmendag 1085/2014, terdapat 24 (dua 
puluh empat) barang tertentu yang wajib 
dilakukan verifi kasi atau penelusuran 
teknis di bidang impor, antara lain teksƟ l 
dan produk, nitro cellulose, beras, 
garam, prekusor, muƟ ara dan intan kasar. 
Terdapat 10 (sepuluh) barang tertentu 
yang wajib dilakukan verifi kasi atau 
penelusuran teknis di bidang ekspor, 
antara lain produk industri kehutanan, 
Ɵ mah, batu bara, dan produk rotan. 
Sedangkan barang tertentu yang wajib 
dilakukan verifi kasi atau penelusuran 
teknis di bidang perdagangan antar 
pulau, yaitu biji Ɵ mah, kelapa sawit dan 
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produk turunannya, dan rotan asalan.

Kewajiban untuk dilakukan verifi kasi 
atau penelusuran teknis terhadap 
barang tertentu ditetapkan oleh Menteri 
Perdagangan dengan perƟ mbangan 
untuk mendukung usaha pemerintah 
dalam melindungi kesehatan dan 
keselamatan manusia, hewan, ikan, 
tumbuhan, dan lingkungan hidup; 
melindungi penggunaan sumber daya 
alam yang berlebihan untuk produksi 
dan konsumsi; menjamin terpenuhinya 
kebutuhan dalam negeri; menjamin 
ketersediaan bahan baku yang 
dibutuhkan oleh industri pengolahan di 
dalam negeri; menjaga stabilitas harga 
komoditas tertentu di dalam negeri; dan/
atau meningkatkan nilai tambah ekonomi 
bahan mentah dan/atau sumber daya 
alam.

Untuk dapat ditetapkan sebagai 
pelaksana verifi kasi atau penelusuran 
teknis berdasarkan Permendag 46/2014, 
surveyor harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa 
Survey (SIUJS); 

b. telah diakreditasi sebagai lembaga 
inspeksi oleh Komite Akreditasi 
Nasional (KAN) sesuai dengan ruang 
lingkup yang relevan;

c. memiliki pengalaman melaksanakan 
verifi kasi atau penelusuran 
teknis barang sesuai kebutuhan 
berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. memiliki cabang atau perwakilan 
di dalam negeri dan di luar negeri, 
atau berafi liasi dengan Surveyor di 
luar negeri yang telah diakreditasi 
sebagai lembaga inspeksi untuk 
efekƟ fi tas pelayanan verifi kasi;

e. memiliki sistem teknologi informasi 
yang khusus diimplementasikan 
sesuai ruang lingkup penugasan;

f. memiliki paling sedikit 1 (satu) 
laboratorium uji yang telah 
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang 
lingkup yang relevan dan dapat 
bekerjasama dengan laboratorium 
uji lain yang telah diakreditasi oleh 
KAN sesuai dengan ruang lingkup 
yang relevan jika laboratorium uji 
dimaksud belum memiliki ruang 

lingkup yang dipersyaratkan;

g. mempunyai rekam jejak (track 
record) yang baik dalam hal 
pengelolaan kegiatan Verifi kasi atau 
penelusuran teknis; dan

h. persyaratan lainnya sesuai dengan 
spesifi kasi teknis Barang Tertentu 
yang akan diekspor, diimpor, dan/
atau diperdagangkan antar pulau.

Mengenai persyaratan bahwa surveyor 
harus telah diakreditasi sebagai lembaga 
inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional 
(KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang 
relevan sebagaimana dimaksud dalam 
poin b di atas, dalam Permendag 46/2014 
terdapat ketentuan pengecualian bagi 
hal tersebut, yang menyatakan bahwa 
dalam hal surveyor belum diakreditasi, 
penetapan dapat diberikan sepanjang 
pemohon (surveyor) dapat membukƟ kan 
bahwa sudah mengajukan permohonan 

akreditasi kepada KAN dan akan 
memperoleh akreditasi dalam waktu 2 
(dua) tahun sejak tanggal penetapannya 
sebagai surveyor. Sedangkan bagi 
surveyor yang telah ditetapkan oleh 
Menteri Perdagangan sebagai pelaksana 
verifi kai atau penelusuran teknis sebelum 
Permendag 46/2014 ini berlaku, wajib 
memperoleh akreditasi dari KAN sesuai 
ruang lingkup yang relevan paling lambat 
2 (dua) tahun sejak Permendag 46/2014 
ini diundangkan (yaitu sejak tanggal 11 
Agustus 2014).

Apabila telah memenuhi persyaratan dan 
memiliki dokumen yang diwajibkan, maka 
surveyor harus mengajukan permohonan 
tertulis kepada:

a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan 
untuk pengajuan sebagai surveyor 
yang melakukan verifi kasi atau 
penelusuran teknis barang tertentu 

5

Jurnal Edisi Desember 2014

“Yang dikecualikan dari ketentuan 
undang-undang ini adalah: 

b. Perjanjian yang berkaitan dengan 
hak atas kekayaan intelektual seperƟ  
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, 
desain produk industri, rangkaian 
elektronik terpadu, dan rahasia dagang, 
serta perjanjian yang berkaitan dengan 
waralaba”

Termasuk yang dikecualikan dari 
ketentuan Pasal 50 huruf b Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 
perjanjian yang berkaitan dengan 
Hak atas Kekayaan Intelektual antara 
lain mengenai lisensi dan waralaba. 
Pengecualian terhadap perjanjian terkait 
waralaba berangkat dari asas bahwa 
pada dasarnya ketentuan/ klausul dalam 
perjanjian waralaba merupakan hal 
yang esensial untuk menjaga idenƟ tas 
para pihak yang terkait waralaba 
dan untuk menjaga kualitas jaringan 
waralaba serta untuk menjaga rahasia 
dagang dan/atau HAKI yang terkandung 
dalam konsep waralaba. Berdasarkan 
prinsip tersebut maka dalam perjanjian 
waralaba diperbolehkan memuat 
ketentuan/klausul yang mengatur 
mengenai kewajiban-kewajiban bagi 
penerima waralaba untuk menjamin 
HAKI dan kualitas barang dan jasa 
yang dimiliki oleh pemberi waralaba. 
Ketentuan/ klausul tersebut misalnya 
adalah kewajiban untuk menggunakan 
sistem bisnis yang ditetaapkan oleh 
pemberi waralaba, mengikuƟ  standar 
barang dan jasa yang ditentukan pemberi 
waralaba, Ɵ dak merubah lokasi usaha 
tanpa sepengetahuan pemberi waralaba, 
dan Ɵ dak membocorkan rahasia dagang 
dan/atau HAKI yang terkait dengan usaha 
waralaba kepada pihak lain bahkan 
setelah perjanjian waralaba berakhir. 

Namun dalam prakteknya ternyata 
terdapat klausul/ ketentuan terkait 
dengan waralaba yang dapat berpotensi 
mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan/ atau persaingan usaha 
Ɵ dak sehat. Beberapa isu persaingan 
usaha yang dapat Ɵ mbul dari perjanjian 
waralaba antara lain:

1. Penetapan Harga Jual (“Resale Price 
Maintenance”)

 Perjanjian ini adalah jenis penetapan 
harga di mana pemberi waralaba 
menetapkan harga jual untuk barang 
dan jasa yang dijual oleh penerima 
waralaba. Pengaturan mengenai 
penetapan harga jual biasanya 
dimaksudkan agar penerima 
waralaba Ɵ dak menetapkan harga 
yang dapat merusak “brand image” 
dari waralaba, untuk itu rekomendasi 
harga yang dibuat oleh pemberi 
waralaba dapat dikecualikan dari 
penerapan Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1999.  Dalam perjanjian ini 
pemberi waralaba pada umumnya 
dapat merekomendasikan harga jual 
kembali atau harga jual maksimum 
dari produknya, namun seharurusnya 

Ɵ dak mewajibkan penerima waralaba 
untuk patuh dengan ketentuan 
tersebut dengan menetapkan harga 
minimum atau harga tetap dari 
produk tersebut. Dalam beberapa 
ketentuan, diamanatkan bahwa 
apabila terdapat klausa harga jual 
kembali yang direkomendasikan oleh 
pemberi waralaba, klausa tersebut 
harus disertai dengan pernyataan 
bahwa Ɵ dak ada kewajiban untuk 
mematuhi penetapan harga yang 
ditetapkan oleh pemberi waralaba, 
karena penetapan harga yang 
demikian dapat berpotensi terjadi 
kartel harga yang mana Ɵ dak 
dikecualikan menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Pembatasan Wilayah Pasar 
(“Territorial Exclusivity”)
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yang telah terbukƟ  berhasil dan dapat 
dimanfaatkan dan/ atau digunakan 
oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 
Waralaba. Para pihak dalam perjanjian 
waralaba adalah Pemberi Waralaba 
yaitu orang perseorangan atau badan 
usaha yang memberikan hak untuk 
memanfaatkan dan atau menggunakan 
Waralaba yang dimilikinya kepada 
Penerima Waralaba yang kemudian 
akan memanfaatkan keuntungan yang 
diperoleh dari perjanjian waralaba yang 
disepakaƟ . Keuntungan yang diperoleh 
dari penerima waralaba adalah berhak 
menggunakan Hak Kekayaan Intelektual 
atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi 
Waralaba serta menerima bantuan, 
fasilitas, bimbingan operasional, 
pelaƟ han dan pemasaran yang diberikan 
Pemberi Waralaba kepada Penerima 
Waralaba, seperƟ  bantuan fasilitas 
berupa penyediaan dan pemeliharaan 
komputer dan program IT pengelolaan 
kegiatan usaha.

Waralaba pada inƟ nya adalah replikasi 
model bisnis milik pemberi waralaba 
yang dijalankan oleh penerima 
waralaba dengan ijin/ lisensi dari 
pemberi waralaba untuk memanfaatkan 
kekayaan intelektual miliknya seperƟ  
merek dagang dan logo perusahaan, 
desain industri (gerai dan kios), maupun 
rahasia dagang dan paten-paten 
milik pemberi laba. Dengan kata lain 
Perjanjian Waralaba adalah suatu bentuk 
perjanjian lisensi untuk menggunakan 
model bisnis tertentu disertai dengan 
lisensi untuk menggunakan segala 
kekayaan intelektual yang terkait dengan 
bisnis tersebut. Merek dagang menjadi 
elemen yang paling penƟ ng dalam bisnis 
waralaba karena merupakan fondasi 
penƟ ng dalam suatu kegiatan usaha, 
Merek dengan “brand recogniƟ on” yang 
kuat akan lebih menarik bagi konsumen 
dibanding merek lain.

KarakterisƟ k umum dari model bisnis 
perjanjian waralaba antara lain:

1. Pemberi Waralaba memberikan ijin 
kepada penerima waralaba sehingga 
dapat menggunakan Hak Kekayaan 
Intelektual miliknya. Tergantung dari 

sifat usahanya, lisensi yang diberikan 
dapat mencakup seluruh ruang 
lingkup Hak Kekayaan Intelektual 
(“HAKI”) seperƟ  merk dan logo, 
sistem manajemen pemasaran, hak 
cipta, rahasia dagang (seperƟ  bumbu 
masakan dan desain industri), serta 
paten-paten yang dimiliki pemberi 
waralaba.

2. Pemberi Waralaba memiliki 
wewenang untuk mengatur dan 
mengawasi bisnis yang dijalankan 
dan dikelola oleh penerima waralaba, 
seperƟ  misalnya dengan memberikan 
petunjuk operasional kegiatan usaha, 
selain itu itu pemberi waralaba dapat 
melakukan kunjungan lapangan atau 
audit operasional untuk mengetahui 
apakah bisinis yang dipegang 
penerima waralaba dijalankan 
dengan baik atau Ɵ dak.

3. Pemberi waralaba memberikan 
pelaƟ han, bimbingan dan asistensi 
terhadap segala kegiatan usaha 
penerima waralaba.

4. Penerima waralaba membayar iuran/ 
royalƟ  baik pada awal perjanjian 
maupun secara periodik kepada 
pemberi waralaba.  

Salah satu dari karakterisƟ k unik dari 
perjanjian waralaba adalah adanya 
“bargaining power” yang kuat dari 
pemberi waralaba sebagai pemilik 
HAKI terhadap bisnis yang dijalankan 
oleh penerima waralaba, hal tersebut 
dapat mendorong pemberi waralaba 

melakukan penyalahgunaan yang dapat 
merugikan baik penerima waralaba 
maupun konsumen.

Dalam perjanjian waralaba, pemberi 
waralaba biasanya menetapkan berbagai 
persyaratan dalam klausul-klausul 
perjanjian kepada penerima waralaba 
yang dimaksudkan untuk menjaga ciri 
khas usaha, standar pelayanan, barang 
dan atau jasa yang dipasarkan. Dalam 
praktek berbagai persyaratan perjanjian 
waralaba sering memuat klausul 
yang dapat juga menghambat atau 
memberikan batasan kepada penerima 
waralaba dalam menjalankan usahanya, 
sehingga berpotensi menimbulkan 
praktek monopoli dan persaingan usaha 
Ɵ dak sehat. Klausul ketentuan yang 
demikian berpotensi bertentangan 
dengan pencapaian tujuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 
menginginkan adanya kesempatan 
berusaha yang sama bagi seluruh pelaku 
usaha dan menciptakan iklim persaingan 
usaha sehat. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangaan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
memberikan pengecualian untuk Ɵ dak 
memberlakukan ketentuannya terhadap 
perjanjian yang berkaitan dengan 
waralaba yakni sebagaimana diatur 
dalam Pasal 50 huruf b. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999:
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yang akan diekspor atau diimpor.

b. Direktur Jenderal Perdagangan 
Dalam Negeri Kementerian 
Perdagangan untuk pengajuan 
sebagai surveyor yang melakukan 
verifi kasi atau penelusuran 
teknis barang tertentu yang akan 
diperdagangkan antar pulau.

Permohonan tertulis tersebut harus 
disertai dengan dokumen, yaitu  fotokopi 
Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); 
fotokopi serƟ fi kat akreditasi KAN sesuai 
ruang lingkup yang relevan untuk 
surveyor yang telah diakreditasi; surat 
pernyataan dari pemohon mengenai 
kompetensi terhadap ruang lingkup yang 
relevan dan pernyataan sedang dalam 
proses akreditasi oleh KAN serta akan 
memperoleh akreditasi paling lambat 
2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan,  
untuk surveyor yang belum diakreditasi; 
fotokopi Tanda DaŌ ar Perusahaan 
(TDP); fotokopi Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP); keterangan mengenai 
perusahaan, paling sedikit memuat 
alamat kantor pusat, kantor cabang/
perwakilan dan lokasi laboratorium 

disertai daŌ ar peralatan lengkap 
laboratorium; daŌ ar tenaga ahli yang 
dilengkapi dengan DaŌ ar Riwayat 
Hidup (DRH); dan fotokopi dokumen 
lainnya yang dipersyaratkan sesuai 
dengan karakterisƟ k barang tertentu 
yang akan diekspor, diimpor, dan/atau 
diperdagangkan antar pulau.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan atau  
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam 
Negeri Kementerian Perdagangan atas 
nama Menteri Perdagangan menerbitkan 
penetapan sebagai surveyor pelaksana 
verifi kasi atau penelusuran teknis paling 
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung 
sejak permohonan surveyor tersebut 
diterima secara lengkap dan benar, dinilai 
memenuhi persyaratan dan dianggap 
mampu serta cakap untuk melakukan 
verifi kasi atau penelusuran teknis.

Hasil verifi kasi atau penelusuran teknis 
oleh surveyor dituangkan dalam bentuk 
laporan surveyor yang selanjutnya 
akan digunakan sebagai dokumen 
pelengkap pabean yang diwajibkan untuk 
pendaŌ aran Pemberitahuan Ekspor 
Barang (PEB), Pemberitahuan Impor 

Barang (PIB), Pemberitahuan Pabean 
Free Trade Zone (PP FTZ) atau sebagai 
dokumen pelengkap pada kegiatan muat 
barang dan kegiatan bongkar barang 
dalam Perdagangan Antar Pulau. Laporan 
surveyor tersebut hanya dapat digunakan 
untuk 1 (satu) kali pengapalan.

Laporan surveyor paling sedikit memuat 
peneliƟ an dan pemeriksaan terhadap 
data atau keterangan mengenai 
keabsahan administrasi; idenƟ fi kasi 
dan spesifi kasi barang melalui analisa 
kualitaƟ f dan kuanƟ taƟ f di laboratorium 
serta pos tarif/kode HS barang 
berdasarkan ketentuan klasifi kasi barang; 
jumlah; waktu pengapalan; pelabuhan 
muat atau negara asal muat barang; dan 
data dan/atau informasi lainnya yang 
diperlukan.

Surveyor berhak mendapatkan imbalan 
jasa atas pelaksanaan verifi kasi 
atau penelusuran teknis yang telah 
dilakukannya. Biaya tersebut dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, namun apabila biaya yang 
diperlukan belum tersedia, biaya tersebut 
dibebankan kepada pelaku usaha yang 
memohon untuk dilakukannya verifi kasi 
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atau penelusuran teknis.

Secara tegas, Permendag 46/2014 
menyatakan bahwa surveyor bertanggung 
jawab sepenuhnya terhadap hasil 
pelaksanaan verifi kasi atau penelusuran 
teknis yang telah dituangkan dalam 
laporan surveyor, baik terhadap laporan 
surveyor yang dibuatnya secara langsung 
maupun laporan surveyor yang telah 
dibuat oleh perusahaan surveyor yang 
menjadi afi liasinya di luar negeri. Surveyor 
juga wajib untuk menyampaikan laporan 
tertulis mengenai kegiatan verifi kasi 
atau penelusuran teknis secara periodik 
kepada Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kementerian Perdagangan 
atau Direktur Jenderal Perdagangan 
Dalam Negeri Kementerian Perdagangan 
dan menyampaikan laporan surveyor 
yang telah diterbitkan melalui hƩ p://
inatrade.kemendag.go.id.

Menteri Perdagangan melakukan 
pengawasan dan evaluasi atas 
pelaksanaan verifi kasi atau penelusuran 
teknis yang dilakukan oleh surveyor. 
Penetapan sebagai surveyor tersebut 
dapat dicabut oleh Menteri Perdagangan 
apabila surveyor:

a. menerbitkan laporan surveyor yang 
Ɵ dak sesuai dengan ruang lingkup 
yang telah ditetapkan;

b. menerbitkan laporan surveyor 
yang Ɵ dak sesuai dengan jangka 
waktu, yaitu paling lambat 1 
(satu) hari setelah dokumen fi nal 
pengapalan diterima oleh surveyor 
secara lengkap dan benar dari 
imporƟ r (untuk impor) dan paling 
lambat 1 (satu) hari setelah selesai 
pemeriksaan (untuk ekspor dan 
perdagangan antar pulau);

c. Ɵ dak melaksanakan kewajiban 
menyampaikan laporan tertulis;

d. Ɵ dak melaksanakan kewajiban 
menyampaikan laporan surveyor; 

e. masa berlaku serƟ fi kat akreditasi 
KAN telah berakhir; atau

f. Ɵ dak memperoleh akreditasi dari 
KAN sesuai ruang lingkup yang 
relevan dalam waktu 2 (dua) tahun, 
yaitu:

1. sejak tanggal penetapan 
sebagai surveyor, bagi surveyor 
yang belum terakreditasi; dan

2. sejak Peraturan Menteri 
Perdagangan ini diundangkan 
(yaitu sejak tanggal 11 Agustus 
2014), bagi surveyor yang 
telah ditetapkan oleh Menteri 
Perdagangan dan dapat 
membukƟ kan bahwa surveyor 
tersebut sedang mengajukan 
permohonan akreditasi kepada 
KAN dan akan memperoleh 
akreditasi dalam waktu 2 (dua) 
tahun sejak tanggal penetapan.

Surveyor yang melanggar ketentuan 
verifi kasi atau penelusuran teknis yang 
telah tercantum dalam Permendag 
46/2014 selain dikenai sanksi pencabutan 
penetapan sebagai surveyor juga dapat 
dikenai sanksi lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

1.1.
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Waralaba 
Dari Kacamata Hukum Persaingan Usaha

Oleh: Adhi Santoso HM

Terdapat beberapa jalan 
bagi pelaku usaha untuk 
mengembangkan usahanya, 

diantaranya adalah dengan meningkatkan 
kuanƟ tas produksi produk barang 
dan/ atau jasa, meningkatkan kualitas 
produk yang sudah ada, maupun dengan  
menciptakan produk baru. Untuk dapat 
mengembangkan usahanya tersebut 
perusahaan tentu membutuhkan dana, 
dana tersebut dapat bersumber dari 
dana sendiri maupun dana lain. Dana 
lain dapat berupa dana pinjaman modal 
usaha dari bank atau koperasi, mencari 
dana hibah, atau melalui dana yang 
diperoleh dari penjualan kepemilikan 
perusahaan kepada investor (“Equity 
Financing”). 

Perusahaan juga dapat 
memperƟ mbangkan pilihan untuk 
menjalin kerjasama dengan rekan bisnis 
lain baik melalui perjanjian rekanan 
atau masuk dalam aliansi. Berbeda 
dengan alternaƟ f pengembangan usaha 

yang disebutkan diatas, perusahaan 
yang terikat dalam suatu kerjasama 
harus berbagi keuntungan dan resiko 
dengan rekan bisnisnya. Tergantung 
pada kepenƟ ngan dan strategi bisnis 
yang ditempuh, hubungan kerjasama 
atau kemitraan antar perusahaan 
dapat berupa kerjasama keagenan, 
penyalur, distributor, broker atau 
pialang, kerjasama dengan perusahaan 
penyedia barang dan jasa, kerjasama 
untuk masuk dalam perusahaan joint 
venture, serta melakukan merger 
atau dengan mengakusisi perusahaan 
lain, dapat menjadi pilihan yang perlu 
diperƟ mbangkan.  

Perjanjian Waralaba adalah salah satu 
model kerjasama bisnis yang populer 
dan sedang berkembang pesat karena 
memiliki beberapa keuntungan bagi 
perusahaan yang ingin melakukan 
ekspansi dalam waktu singkat dengan 
biaya yang efekƟ f, terutama dalam 
kasus dimana perusahaan Ɵ dak 

memiliki atau Ɵ dak ingin menggunakan 
modal sendiri untuk mengembangkan 
bisnisnya. Meskipun unsur-unsur pada 
perjanjian waralaba memiliki kesamaan 
dengan perjanjian kerjasama yang telah 
disebutkan, perjanjian waralaba memiliki 
karakterisƟ k hukum yang spesifi k dan 
Ɵ dak bisa diklasifi kasikan sebagai 
perjanjian joint venture atau kerjasama 
antar perusahaan. Waralaba adalah suatu 
kegiatan usaha untuk mereplikasi bisnis 
atau kegiatan usaha dari Perusahaan lain 
dengan bermuara pada hak kekayaan 
intelektual sebagai unsur penƟ ng dalam 
perjanjian waralaba.

Ketentuan mengenai  waralaba di 
Indonesia diatur secara umum dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 
tahun 2007 tentang Waralaba, dimana 
disebutkan  Waralaba adalah hak khusus 
yang dimiliki oleh orang perseorangan 
atau badan usaha terhadap sistem bisnis 
dengan ciri khas usaha dalam rangka 
memasarkan barang dan/ atau jasa 
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